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BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan,
dan pengawasan kegiatan usaha untuk mencegah terjadinya gangguan
terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi dari dampak
suatu usaha;

bahwa pemberian izin gangguan sesuai dengan ketentuan Pasal 141
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah merupakan jenis retribusi perizinan terientu yang
dapat dipungut retribusi sebagai bagian dari pendapatan asli daerah,

bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Retribusi lzin Gangguan (HO) perlu disesuaikan dengan membentuknya
kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
tentang Retribusi Izin Gangguan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41786);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5234); :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987),
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 03);

23. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI IZIN

GANGGUAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang; -

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah
unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang,

Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenariééh oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten. '

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau
mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap
kepentingan umum secara terus-menerus. ‘
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(2) Tidak termasuk obijek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. kegiatan yang berlokasi di dalam zona kawasan industri, kawasan berikat, dan

kawasan ekonomi khusus;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin

gangguan;

c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang

dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau

d. Tempat usahal/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Kabupaten.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

T

Retribusi Izin Gangguan digolongkan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas perhitungan indeks jenis usaha, indeks

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

BN

skala usaha, indeks tingkat bahaya, indeks waktu kegiatan dan indeks luas tempat usaha.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

Pasal 7

bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,

dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas indeks Gangguan ditentukan sebagai berikut :

BABV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

a. indeks jenis usaha:

pabrik korek api, pemintalan benang dan tekstil.

No JENIS USAHA « :INDEKS

1 2 " 3

1. | Yang dijalankan dengan alat memakai tenaga asap dan 5,00
gas, serta dengan lain-lain tempat usaha yang
mempergunakan asap, gas atau uap dengan tekanan berat
termasuk penggunaan mesin

2. | Yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan 5,00
menyimpan mesiu dan lain-lain bahan peledak, termasuk
pabrik penyimpanan petasan.

3. | Yang digunakan untuk membuat bahan kimia, terhitung 5,00
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1 2 3
4. | Yang digunakan untuk mendapatkan, mengerjakan dan 3,00
menyimpan benda yang cepat menguap (Viuctige
Produkten)
5. | Yang digunakan untuk menyimpan dan mengerjakan 3,00
kotoran/sampah B
6. | Tempat penggilingan tras/kapur, tempat penggergajian dan 3,50
pemecah batu
7. | Garasi/ Pool kenderaan, bengkel 2,00
8. | Yang dipergunakan untuk menyuling dan pembuatan 2,00
bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan
dan untuk mengerjakan bahan yang diperoleh dari
penyulingan dimaksud, termasuk pabrik gas.
9. | Yang dipergunakan untuk membuat macam-macam 3,50
pelumas dan sejenis.
10. | Yang dipergunakan untuk tempat penyulingan, pabrik 4,00
spirtus dan cuka tempat membuat serta distribusi minyak
tanah, minyak goreng, bensin dan solar.
11. | Pabrik tepung dan tempat membuat roti serta pabrik sirup 1,50
dari buah-buahan, pabrik kecap dan penggilingan padi.
indeks fungsi jalan :
No Fungsi Jalan Indeks
1. | Ditepi jalan Desa / Kampung 1,50
2. | Ditepi jalan Kabupaten 3,00
3. | Ditepi jalan Propinsi 5,00
4. | Ditepi jalan Negara 10.00
indeks skala usaha :
No Skala Usaha Indeks
1. | Besar (nilai investasi di atas 1 milyard) 35,00
2. | Sedang:
- Nilai investasi 201 juta s/d 500 juta 8,00
- Nilai investasi 501 juta s/d 750 juta 10,00
- Nilai investasi 751 juta s/d 1 milyard 15,00
Kecil :
- Nilai investasi 1 juta s/d 10 juta 2,00
- Nilai investasi 11 juta s/d 50 juta 4,00
- Nilai investasi 51 juta s/d 200 juta 6,00
indeks tingkat bahaya pencemaran dan kebakaran :
No Tingkat Bahaya Indeks
1. | Kecil 1,50
2. | Sedang| 3,00
3. | Sedang 5,00
4. | Sedang lli 7,50
5. | Besar 10,00
indeks waktu kegiatan :
No Waktu Kegiatan  Indeks
1. | Siang dan malam hari 10,00
2. | Malam hari 5,00
3. | Siang hari 1,50
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f. indeks luas tempat usaha :

No Luas Tempat Usaha Indeks
1. | Luas 1 s/d 250 m* 1,00
2. | Luas 251 s/d 500 m? 2,00
3. | Luas 501 s/d 1000 m? 3,00
4. | Luas 1001 s/d 5000 m? 5,00
5. | Luas 5001 s/d 10.000 m? 10,00
6. | Luas 10.001 s/d 20.000 m? ' -« 25,00
7. | Di atas 20.000 m? 35,00

g. indeks penggunaan mesin :

No Mesin (TK/PK) Indeks
1. | Mesin 1 s/d 25 PK 1,00
2. | Mesin 26 s/d 50 PK A 2,00
3. | Mesin 51 s/d 100 PK 3,00
4. | Mesin 101 s/d 250 PK 5,00
5. | Mesin 251 s/d 500 PK g 10,00
6. | Mesin 501 s/d 1.000 PK 25,00
7. | Diatas 1.000 PK 50,00

Besarnya harga dasar gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut : ‘

a. kelas besar : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
b. kelas sedang : Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
c. kelas kecil :  Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Besarnya Retribusi Izin Ganguan adalah hasil perkalian antara indeks gangguan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Masa retribusi 1zin Gangguan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan
usahanya.

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan adanya ganguan oleh tim.

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 11

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Ganguan wajib

mengisi Formulir Pendaftaran dan Pendataan secara benar, jelas dan lengkap serta
melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

(2) Berdasarkan Formulir Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan pemeriksaan dan penilaian teknis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya
gangguan.
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Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan sebagéimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai dasar perhitungan besarnya retribusi.

Ketentuan mengenai bentuk dan isi Formulir Pendaftaran dan Pendataan serta dokumen
yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB VIl ‘
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian teknis Kepala Dinas menetapkan besarnya
retribusi yang terutang.

Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon atau kartu langganan. '

Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENﬁGIHAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran
retribusi. . -

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembéyaran retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
Surat Teguran.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 15

Waijib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kuasa Waijib Retribusi.
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(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan-sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dlkabulkan

Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan: pengembalian kelebihan retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
SKRDLB. ‘

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19 v

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dlajukan secara tertulis kepada
Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan : , .
a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran; dan

d. alasan yang singkat dan jelas.

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupati.
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Pasal 21

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengéri" menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Retribusi.

Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasar{ retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB Xlll
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi
melakukan tindak pidana bidang retribusi. = '

Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan surat teguran, atau

b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24 - .
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. -

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas; -

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi,

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; . .

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau JIE

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Waijib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak pidana pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27
Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten

Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) masih dapat
ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun seja}< saat terutang.-

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28 ‘

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini
diundangkan.

Pasal 30
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

Diundangkan di Karang Baru BUPATI,ACEH TAMIANG,

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH ABDUL LANEF
EMACEH TAMIANG,

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 10



